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- BUPATI BOALEMO,

a. bahwa untuk pemberian dan pelaksanaan bantuan usaha -
ekonomi produktlf mela1u1 Kelompok Usaha. Bersarna'
(KUBE; d1 Kabupaten Boalemo, maka periu merubah o

peraturan Bupatl Boalemo Nomor 44 Tahun 20 18

. bahwa berdasarkan pertunbangan sebagaxmana dlmaksud
dalam - huruf a pcrlu menetapkan Peraturan Bupatl :

Boalcmo tentang Perubahan atas Peraturan : Bupatl, :

kBoalemo Nomor | 44 Tahun 2018 tentang Petunjuk ke
Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fakir =

Miskin melalui Kelompok Usaha Bersama
Undang—Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang

, ’Pambentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara .
' '_"_.Rt,pllbhk IndoneSIa Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan
”,L(,mbaran Negara Repubhk Indones1a Nornor 3899),
. sebag,annana telah d1ubah dengan Undang—Undang Nomor

10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang—Undang

= Nomor 50 Tahun 1999 tentang. Pembentukan Kabupaten

Boalemo (Lembaran Negara Repubhk Indonema Tahun

2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Repubhk

= Indonema Nomor 3965),




Undang-Undang Nomor 38 “Tahun 2000 tentang
Pembentukan = Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara
Repubhk Indones1a Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan
Lembaran Negara Repubhk Indonesm Nomor 4060),
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perlmbangan Keuangan antara Pemenntah Pusat dan
Pemermtahan Daerah (Lembaran ‘ Negara ' Repubhk
Indone81a Tabun 2004 Nomor 1?6 Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesxa Nomor 4438);
Undang—Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kese_)ahteraan Sos1a1 ( Lembaran Negara Repubhk
mdone31a Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Negara Repubhk Indonesm Nomor 4967 );
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Repubhk Indone31a Tahun 2011 Nomor 82
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indone81a Nomor
5234)
Undang—Undang Nomor 23 . Tahun 2014 tentang
Pemermtah Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesm
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Repubhk Indonesxa Nomor 5587), sebaga1mana telah
dlubah beberapa kah terakhlr dengan Undang—Undang
uomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua. atas
ajndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Ex,rnermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk
ndonesm Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
legara Repubhk Indonesm Nomor 5679);
i’craturan Pemenntah Nomor 42 Tahun 1981 tentang
Hidyanan Kcsejahtcraan Sosxal bag1 Fakir stkm
{Lembaran Negara Republlk Indones1a Tahun 1981 Nomor
) dmbahan Lembaran Negara Repubhk Indones1a.,
onor 3206), ’ ST 8
mturan Pemcrmtah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
crpe lolaan Keuangan Daerah (Lcmbaran Negara Repubhk
indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Ncgara Repubhk Indone31a Nomor 6233),



9. k‘Peraturan Menteri Dalam Negeri Ndmo‘r (13'Tahun" 2006 L

"tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan‘ Daeraht "

‘ sebaga_lmana telah diubah beberapa kali terakhir dengan i

~ dengan Peratufan Menteri Dalam Negen Nomor 21 Tahun |

. k 201 1 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten o
Dalam Negeri - Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman & |

Pengelolaan Keuangan Daerah (Benta Negara Repubhkfk‘g' :

et Indonesm Tahun 201 1 Nomor 310), ‘ :

‘ .10. Peraturan . Premden Nomor 16 Tahun 20 18 tentang ~
| Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara =
b Repubhk Indonesm Tahun 2018 Nomor 33); |

- 11.Peraturan Menterl Dalam Negen Nomor 35 Tahun 2007 o

~ tentang Pedornan ‘Umum Tata Cara Pelaporan dan

4 Pertanggung}awaban _ ‘Penyeleng‘garaan ~ Pem erin tahan S

~ Desa;

3  '12. Keputusan Menten oosml Nomor 84 / HUK/ 1997 tentang" : o

Pelaksanaan Pemberlan Bantuan Sosml Bag1 Keluargaf i

5 Faklr Mlskm

13 Keputusan Menten Sosml Nornor 19/HUK/ 1998 tentang o

’ ,Pelayanan Kes‘jahteraan Sos1a1 Bag1 Fakn' MlSkln yang"'
dlselenggarakan oleh masyarakat :

14. Keputusan Menteri Sosial Nomor 25/HUK/2003 tentang,_f e

, TPola Pembangunan Kesejahteraan Sosml ,
15. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 2 Tahun“_

) 4201 1 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
'(Lembaran Dacrah I\abupaten Boalemo Tahun . 201 1 i
Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatenf» W

Boalemo Nomor 171), , P S
ity Peraturan Daerah Nomor 1 ~ Tahun E 2017 -tent‘ang‘k :

o rccpatan Penanggulangan Kemiskinain (Lembaran' ;

Dacrah Kabupaten Boalemo Tahun 2017 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

~ Menetapkan  : Pi uATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PERUBAHAN’ |
- ATAS PERATURAN BUPATI BOALEMO NOMOR 44 TAHUN

BEe 2018 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN
_ g ‘PROGRAH PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN m
L KELOMPOK USAHA BERSAMA




Pasal I

kBeberapa ketentuan dalam Peraturan Bupat1 Boalemo Nomor 44 Tahun
B ‘2018 tentang PetunJuk Pelaksanaan Bantuan Program Pemberdayaan Fak1rv

= . M1sk1n mela1u1 Kelompok Usaha Bersama (Benta Daerah Kabupaten
’Boalemo Tahun 2018 Nomor 719), d1ubah sebagaJ berikut :
1 Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a, dan huruf e, d1ubah sehmgga Pasal 4

5 .berbunyl sebagal benkut

| Prosedur Pembenan Bantuan sebagal berikut :

gy Tahap Persxapan
~ a Pendataan calon penenma bantuan dllakukan oleh Aparat Desa

setempaat Tenaga Kese_]ahteraan Sosial Kecamatan dan p1hak

~ yang terkait;

: Selek81/ verifikasi calon penenma bantuan olch Dmas Sosxal dan

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Boalemo

d1damp1ng1 olch ‘Aparat Desa setempat, Tenaga Kesejahteraan

- Sosial Kecamatan dan p1hak yang terka_lt

Blmbmgan / Pernbekalan bag1 calon penenma bantuan oleh Kantor
: Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

. ;Penetapan calon penerima bantuan oleh Kantor. . Sosml dan

,Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Boalemo

Tahap Pelaksanaan

a

Calon : penerlma bantuan bersama pendampmg menyusun :

~ kebutuhan keglatan usaha serta kelengkapan admlnlstra31 lamnya,

. Penga_]uan rencana usulan kebutu}mn keglatan kepada Bupat1

Boalemo Cq. Dlnas Sosml dan Pembcrdayaan Masyarakat dan Desa :

Kabupaten Boalemo,

. Dinas %osml dan Pemberdayaan Masy uakat dan Desa atas dasar‘

. proposal dari Kelompok Usaha Be: sama (KUBE) mengadakan

S Proses Pc.mradaan Barang/ Jasa sesuai kc Lentuan yang berlaku

2 Ketentuan Pasai 7 ayat (1) huruf g dan ayat {2 huruf € sehmgga Pasal 7

berbuny1 sebagai berikut :

1 Dmas Sosial dan Pemberdayaan Masyamkat dan Desa mcmpunyal

: tanggung Jawab

a

menetapkan kntcna KUBE yang dapat menerlrna Program

k‘Pemberdayaan Fakir Mlskm
i melakukan venﬁkas1 kelompok

c."melaksanakan Blmbmgan / Pembekalan bag1 calon penenma

S bantuan

[ Y] 4




d. menetapkan calon penenma bantuan;

e Melaksanakan proses. pengadaan barang sesuai dengan peraturan
yang berlaku

f melaksanakan Keglatan Momtonng dan Evalua81,

g ~Memenntahkan Bank Sulut Cabang Tllamuta pencnma Surat~
Permtah Penca1ran Dana (SPQD) untuk menyalurkan dana
bantuan melalui rekenmg Penyedla Barang.

h Memenntahkan kepada penyecha barang untuk dapat mengadakan
barang sesual dcngan spe31ﬁkas1 yang telah d1tentukan

§ 2 Penerlma Bantuan Sosml mempunyal tugas dan Tanggung Jawab:

a Menga_]ukan Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang dlsetu3u1 oleh
Pendamplng dan Dlnas 8031a1 setempat pada setlap pencalran
dana bantuan

b. Mengajukan Proposal yang - telah dlsetu_]m oleh pemenntah
setempat

C.. Menandatanganl surat tanggung Jawab rnutlak untuk penggunaan
barang yang diberikan kepada KUBE untuk dapat dlgunakan
dalam pengembangan usaha. o i

d. KUBE bertanggung _]awab mengelola mengembangkan, ~dan
menggunakan bantuan yang telah dltenma ‘sesuai dengan tuJuan
pembenan bantuan dan ketentuan yang ada dalam Petunjuk
Tekms Pengelolaan Bantuan

e 'Dalam hal KUBE tldak memenuh1 dan melaksanakan ketentuan'
yang ada dalam Petun_]uk Pelaksanaan, ‘maka - KUBE bersed1a~
micngganti dan mengembahkan semua bantuan modal/dana ‘yang.
telah dlterlmanya kepada Kas Daerah atau barang ke Dmas Sosml
dan P¢i: *n,rdayaan Masyarakat dan Desa serta menenma sank51
sesuai ke ‘tentuan peraturan yang berlaku

3 Perbankd 8 wvrtugas dan bertanggung jawab :

a. P1hak fank mencmrkan bantuan dana kepada KUBE setelah
mendai Rekomendas1 pencalran dar1 Dmas Sos1al dan
Pembe: . vnan Masyarakat dan Dcsa Kabupaten Boalemo

b.. Pihak {50k mencaJrkan dana kepada penyedla dalam rangka
untuk liiya pengadaan barang dan bvrkoordlnam dengan Dinas
Sosial hin Pemberdayaan Masyaralmf dan Desa Kabupaten
Boalemu

4 Penyed1a bertugas dan bertanggung Jawab

a. Pihak Penyedla mengadakan barang yang sesuzai dengan spesxﬁkas1

- atau Jcms usaha KUBE dan berkoord1nas1 dengan Dlnas Sos1a1 dan

Pernberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Boalemo




| ‘yk,riy?Dlundangkan d1 ’I‘ﬂm nita
Pada tanggal ' |4 _Ju!) 2019

v SEKRETARIS DAER/ i {ABUPATEN BOALEMO s e

b Dalam hal Barang yang dladakan oleh penyedla tldak 'sesuai
4l dengan spes1ﬁkas1 maka pcnyndla bersed1a menggantl barang dan
L ) - bersedia menenma sank81 sesuai ketcntuan yang berlaku
gl c 'Menyerahkan ‘Hasil - pckeljaan kepada Dinas - Sosml dan-'
: o -Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk dapat dlserahkan‘
S ,kepada Kelornpok Usaha Bersarna

Pasalll

o : -Peraturan Bupat1 mu1a1 berlaku pada tanggal d1undangkan
i Agar setlap orang mengetahumya memenntahkan pengundangan Peraturan

G ._Bupat1 ini dengan penempatannya dalam Benta Daerah Kabupaten Boalemo

Dltetapkan d1 Tllamuta

Juh 2019
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